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ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU
PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG
OLEH PT NINDYA KARYA

Oleh

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pengalihan
modal atas pendapatan tertentu seperti jasa yaitu jasa teknik, jasa konsultasi dan
jasa manajemen serta jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
141/PMK.03/2015. Penghasilan dari sewa kecuali sewa atas tanah dan bangunan
yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Tujuan
dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan
PPh Pasal 23 yang diterapkan PT Nindya Karya terhadap proyek Contract Work
Unit (CWU) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN),
Integrated Research Center (IRC) atau Badan Pusat Riset dan Penelitan Terpadu,
dan Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pembuangan Air Limbah
(IPAL) di Universitas Lampung. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 di PT
Nindya Karya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa PT Nindya Karya telah
menerapkan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan dengan tarif 2% bagi Wajib Pajak yang
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 4% bagi Wajib Pajak yang
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, bukti pemotongan
pajak telah diterbitkan secara sah dan didokumentasikan dengan benar. PT Nindya
Karya telah menerapkan mekanisme pemotongan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan Pajak, PT Nindya Karya
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ABSTRACT

WITHHOLDING MECHANISM OF INCOME TAX ARTICLE 23 IN THE
CWU PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF RSPTN, IRC, AND WWTP
OF THE UNIVERSITY OF LAMPUNG BY PT NINDYA KARYA

By

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Income Tax Article 23 or Income Tax Article 23 is a type of tax imposed on the
transfer of capital on certain deposits such as services, namely engineering
services, consulting services and management services as well as other services
regulated in the Minister of Finance Regulation 141/PMK.03/2015. Income from
rent except for leases on land and buildings described in Law No. 36 of 2008 Article
4 Paragraph 2. The purpose of this paper is to find out how the mechanism for
withholding Income Tax Article 23 applied by PT Nindya Karya to the Contract
Work Unit (CWU) project for the construction of the State University Hospital
(RSPTN), Integrated Research Center (IRC) or the Central Agency for Integrated
Research, and Wastewater Treatment Plant (WWTP) or the Limbah Wastewater
Disposal Agency (IPAL) at the University of Lampung. This writing uses data
collection through interviews and documentation related to withholding Income
Tax Article 23 at PT Nindya Karya. The results of this writing show that PT Nindya
Karya has implemented deductions in accordance with applicable regulations,
namely Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance Regulation Number
141/PMK.03/2015. The deduction is carried out at a rate of 2% for Taxpayers who
have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and a rate of 4% for Taxpayers
who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP). In addition, proof of
tax withholding has been issued legally and properly documented. PT Nindya
Karya has implemented a deduction mechanism in accordance with the provisions.

Keywords: Income Tax Article 23, Tax Withholding, PT Nindya Karya
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi
dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. (Siti
Resmi, 2014). Diatas terdapat pengecualian terhadap sewa dan penghasilan lain
yang telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bersifat final, kecuali

tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, dan persewaan atas tanah dan bangunan.

Objek pada penulisan laporan ini adalah PT Nindya Karya yang merupakan
perusahaan kontruksi, perusahaan ini salah satu perusahaan milik Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) holding Danareksa. PT Nindya Karya bergerak di bidang
General Contractor, Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), dan
Investment. PT Nindya Karya memiliki lima pilar bisnis utama, yaitu Kontruksi,
Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol. PT Nindya Karya adalah
Perusahaan konstruksi teratas yang menawarkan jasa untuk proyek infrastruktur di
berbagai industri, mulai dari desain dan implementasi hingga pemeliharaan.
Penulisan ini akan menulis mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
terkait dengan sewa alat berat, sewa kendaraan operasional, sewa scaffolding, dan
sewa lainnya sebagai pendukung terkait dengan proyek CWU pembangungan

RSPTN, IRC, dan WWTP di Universitas Lampung.

Salah satu proyek milik PT Nindya Karya adalah proyek Contract Work
Unit (CWU) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN),

Integrated Research Center (IRC) atau badan pusat penelitian, dan Wastewater



Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di
Universitas Lampung. Proyek tersebut didanai pinjaman oleh Asian Development
Bank (ADB) dan dalam pengawasan Higher Education For Technology and
Innovation (HETI), serta berkonsultasi manajemen pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri
(CCM) karena sebagai konsultan proyek. Pada proyek tersebut PT Nindya Karya
merupakan kontraktor proyek terdapat menyewa alat berat, sewa kendaraan
operasional, sewa scaffolding, dan sewa lainnya untuk pendukung pekerjaan pada
proyek. Dimana atas sewa tersebut PT Nindya Karya tersebut wajib melakukan

pemotongan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis :
1. Bagaimana Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 pada proyek CWU
pembangunan RSPTN, /RC, dan WWTP Universitas Lampung oleh PT

Nindya Karya telah diberlakukan sesuai dengan peraturan terkait?

Sangat penting untuk mengetahui rumusan masalah ini karena penulisan ini
akan membuat gambaran yang jelas tentang seberapa baik PT Nindya Karya

menerapkan sistem pemotongan PPh Pasal 23.
1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah

diuraikan diatas, tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana
Mekanisme Pemotongan Pajak Pasal 23 oleh PT Nindya karya pada proyek
Contract Work Unit (CWU) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi
Negeri (RSPTN), Integrated Research Center (IRC), dan Wastewater
Treatment Plant (WWTP) Universitas Lampung.



1.4 Manfaat

Manfaat Praktis
a. Bagi PT Nindya Karya

Sebagai kontraktor pada proyek CWU pembagunan RSPTN, /RC, dan
WWTP Universitas Lampung, PT Nindya Karya mendapat manfaat
praktis dari penulisan ini. Melalui pemeriksaan sistem pemotongan PPh
Pasal 23, penulisan ini dapat menunjukkan kemungkinan peningkatan
dan dapat mempertahankan kepatuhan PT Nindya Karya terhadap

pemotongan pajak, terkhusus di sektor kontruksi.

Manfaat Sosial dan Ekonomi

a. Peningkatan Kepatuhan Pajak Secara Umum

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat umum terhadap bea pajak dapat
memperoleh manfaat dari penulisa n ini. Dalam arti yang lebih luas,
lebih banyak kepatuhan pajak dalam perusahaan kontruksi dan industri
lain akan meningkatkan penerimaan pajak nasional, yang kemudian
dapat digunakan untuk membayar program sosial dan peningkatan

pembangunan infrastruktur.

. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan
Indonesia akan dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan bisnis
konstruksi terhadap bea pajak mereka. Peran pemerintah dalam
menegakkan undang-undang perpajakan yang adil dan terbuka akan

semakin diperkuat oleh kepercayaan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang harus dibayar oleh individu dan entitas dalam keadaan terpaksa tanpa
kompensasi langsung. Negara menggunakan pajak ini untuk membiayai operasinya
dan memastikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. (Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, 2007)

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut siti resmi (Siti Resmi, 2014). Pajak memiliki dua fungsi, yakni

sebagai budgetir (sumber keuangan negara) dan sebagai regularend (pengatur).

e Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)
Pendanaan negara berasal dari pajak, sebagai salah satu cara
pemerintah mengumpulkan uang guna membayar proyek reguler dan
proyek modal. Tujuan pemerintah adalah sebagai sumber pendanaan
kas negara dari hasil penyetoran sebanyak mungkin uang yang masuk
dari hasil pajak. Hal tersebut dengan memerhatikan segala jenis pajak,
termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan lainnya, upaya ini dilakukan dengan memperluas

dan mengintensifkan pengumpulan pendapatan.



e Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak bertindak sebagai pengatur, yang berarti pajak adalah alat yang
digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk

mengendalikan atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat tiga jenis pajak, yakni pengelompokan berdasarkan golongan,

sifat, dan lembaga pemungutannya. (Siti Resmi, 2014)

e Dalam golongan pajak terdapat 2 bagian yaitu:

1. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dipindahkan dan juga
dikenakan kepada pihak individu maupun pihak lain; pajak tersebut
dikenakan oleh wajib pajak itu sendiri dan harus membayar pajak
tersebut.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimana pihak ketiga dapat
dikenakan atau dialihkan sebagai wajib pajak. Sebuah aktivitas,
peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan kewajiban untuk

membayar pajak tidak langsung dikenal sebagai pajak tidak langsung.

Dengan memeriksa komponen tanggung jawab kepatuhan pajak, dapat
menentukan apakah pajak tersebut bersifat langsung atau tidak langsung.

Komponennya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang secara resmi dan sah diwajibkan untuk membayar pajak
dikenal sebagai wajib pajak.

2. Individu yang benar-benar menanggung beban pajak pertama kali
adalah pemungut pajak.

3. Individu yang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar pajak

adalah wajib pajak.



e Terdapat 2 jenis pajak berdasarkan sifatnyaa, yakni sebagai berikut:

1. Pajak subjektif adalah kondisi dimana dikenakan kepada individu
wajib pajak atau kondisi subjek dengan berbagai pertimbangan .

2. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya memperhitungkan
objeknya, baik itu barang, kondisi, tindakan, atau kejadian yang
peruntukannya untuk melunasi pajak, tanpa memperhitungkan tempat
tinggal dan kondisi individidu yang menjadi subjek pajak (wajib pajak).

e Berdasarkan Lembaga Pemungutan dapat dibagi menjadi dua jenis pajak,
yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang mencakup Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak barang mewabh,
dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai
negara secara umum.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan.
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diberikan kepada wajib
pajak berdasarkan penghasilan yang dimiliki, baik itu berasal dari penghasilan
perusahaan, gaji, honoraria, penghargaan atau sumber lainnya dan dapat diperoleh

atau diterima melalui Individu dan suatu badan yang menjadi wajib pajak.

1. Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1,
Pajak Penghasilan, setiap Wajib Pajak, baik di indonesia maupun luar
indonesia, dan memiliki kemampuan ekonomis dalam menerima atau
memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk keperluan atau
meningkatkan kekayaan untuk Wajib Pajak dengan nama dan bentuk
apapun. Kesimpulan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah
Pajak Penghasilan dikenakan atas segala bentuk tambahan kemampuan

ekonomi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun bentuk lainnya, yang



dapat meningkatkan kekayaan Individu, suatu Badan dan Bentuk Usaha
Tetap (BUT).

2. Menurut Siti resmi (Siti Resmi, 2014). Wajib pajak dikenakan pajak
penghasilan (PPh), yang merupakan pajak yang didapatkan atau
dikenakan atas selama satu tahun penghasilan yang diterima oleh wajib
pajak. Wajib pajak dalam hal ini diberikan keharusan dalam
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka. Seluruh wajib
pajak yang terkena pajak tersebut tidak terkecuali seperti Badan usaha
tetap (BUT), entitas, dan wajib pajak individu.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1). (UU No.
7 Tahun 2021, 2021) berbunyi bahwa Setiap wajib pajak yang mendapatkan atau
memperoleh kemampuan ekonomi tambahan yang bersumber dari dalam negara
dan/atau di luar negara dan dinyatakan merupakan subjek pajak penghasilan (PPh)
yang menggunakan penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun menambah

kekayaan wajib pajak tersebut yang Bersumber dari bentuk apapun, seperti:

a. Gaji, komisi, honorarium, bonus, tip, dana pensiun, dan jenis-jenis
pembayaran lainnya, termasuk tunjangan dan fasilitas, adalah kompensasi
atau imbalan yang terkait dengan tenaga kerja atau jasa yang diberikan atau
diterima.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaaan atau kegiatan, dan penghargaan;

Laba usaha

d. Keuntungan atas penjualan atau atas pengalihan kekayaan

e. Bunga, termasuk premi, diskon, dan hadiah dari jaminan pelunasan utang

f. Penerimaan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran transfer pajak tambahan

g. Dividen yang bernama dan tidak bernama, termasuk pembayaran kepada
pemegang polis dari perusahaan asuransi

h. Royalti atau pembayaran untuk penggunaan hak

1. Sewa dan pendapatan lainnya dari penggunaan aset



Mendapatkan pembayaran secara teratur

Keuntungan dari penghapusan utang, kecuali ada batasan yang ditetapkan
oleh peraturan pemerintah

Keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Surplus terkait revaluasi

Premium asuransi

Kontribusi yang didapatkan asosiasi dari anggotanya yang memiliki
kewajiban perpajakan yang sedang menjalankan usaha sendiri atau bekerja
freelance

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak

Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Imbalan dari bunga

Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun

2008 pasal 2 , diantaranya sebagai berikut:

Subjek Pajak dalam negeri

1) Orang pribadi/ individu yang tinggal di Indonesia dalam jangka
waktu 12 bulan dan tinggal dalam kurun waktu 183 hari berturut-
turut, serta berada dalam suatu tahun pajak.

2) Badan yang berdiri dan berada di Indonesia, kecuali unit tertentu
dari badan pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Daerah.

Subjek pajak luar negeri

1) Orang-orang yang datang ke Indonesia dan tidak lebih dalam kurun
waktu 183 hari dalam periode 12 bulan serta tidak berdomisili dan
tinggal di Indonesia, yang dimana perusahaan melakukan operasi
melalui tempat tetap di Indonesia namun belum berdiri serta tidak
memiliki tempat usaha di Indonesia

Bentuk Usaha Tetap (BUT)



Suatu badan atau usaha oleh perseorangan, yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia guna melakukan kegiatan serta
menjalanakan usaha di Indonesia yang dimiliki oleh individu yang tidak
tinggal di Indonesia, serta individu yang berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan usaha ini dapat

berupa:

a. Pertambangan dan penggalian sumber alam
b. Tempat kedudukan manajemen

c. Cabang perusahaan

d. Kantor atas perwakilan

e. Bangunan kantor

f. Pabrik

g. Bengkel

h. Gudang

i. Area untuk promosi dan penjualan.

J- Zona kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

k. Proyek yang melibatkan konstruksi, instalasi, atau perakitan.

. Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

m. Karyawan atau individu yang memberikan layanan dalam kapasitas
apa pun, dengan syarat layanan tersebut diberikan selama lebih dari
60 (enam puluh) hari dalam periode 12 bulan.

n. Individu dan organisasi yang berfungsi sebagai agen dan perannya
tidak otonom.

0. agen serta karyawan dari usaha asuransi yang tidak terdaftar dan
tidak memiliki kantor di Indonesia yang menerima premi asuransi
atau mengambil risiko di sana.

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet atau online.



2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

1. Pasal 17 ayat (1) hurufa Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengatur tarif
Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dalam negeri, yang didasarkan pada
tarif progresif:

a. Penghasilan hingga Rp60 juta = 5%

b. Penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta = 15%
Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta = 25%

d. Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar = 30%

e. Penghasilan di atas Rp5 miliar = 35%

2. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (1) huruf b.
Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar
22% yang berlaku dari tahun pajak 2022.

2.2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah dasar hukum untuk pengenaan pajak penghasilan:

e Undang-Undang No.36 Tahun 2008 atas perubahan keempat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

e Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP);

e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Pajak Penghasilan. mengatur mengenai penyesuaian
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan
pokok materi antara lain:

1) Peraturan tambahan yang berkaitan dengan pendapatan yang bebas
dari objek perpajakan, pengeluaran yang dapat dikurangkan dari
pendapatan bruto, penyusutan atau amortisasi, penggantian atau
penghargaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, alat pencegahan
penghindaran pajak.

2) Kriteria keahlian khusus dan penerapan pajak penghasilan pada

warga negara asing.
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3) Penyesuaian peraturan yang mengatur bantuan atau sumbangan,
seperti yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan sumbangan
agama yang diwajibkan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

4) Penyesuaian peraturan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan
pendapatan usaha yang dihasilkan atau diterima oleh wajib pajak
dengan omset bruto tertentu.

5) Penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan untuk
wajib pajak badan dalam negeri yang merupakan perusahaan perseroan

terbatas.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) merupakan pemotongan pajak yang
berasal dari pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri
(individu dan badan) dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal,
penyediaan jasa, sewa, dan pendapatan lainnya dan terkait dengan penggunaan aset,
kecuali sewa dan penghasilan lain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bersifat final, kecuali tabungan, bunga

obligasi, hadiah undian, dan persewaan atas tanah dan bangunan. (Siti Resmi, 2014)

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
mengatur PPh Pasal 23 yang merupakan komponen bea masuk atas
penghasilan tertentu. Selanjutnya, peraturan tambahan berikut mengatur
aturan pelaksanaan;

e Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP) merupakan langkah reformasi perpajakan yang mencakup
perubahan tarif pajak, penyesuaian PPN, pajak natura, pajak karbon,
serta pengampunan pajak.

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Jenis jasa lain
dalam objek pemotongan PPh Pasal 23
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2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 ayat (1),

penghasilan berikut termasuk dalam objek PPh Pasal 23:

e Objek Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UU No.36
Tahun 2008.

a.

Dividen, bunga, royalti, penghargaan, dan bonus yang belum
dipotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1)

Sewa dan pendapatan lain dari penggunaan aset, kecuali aset yang
digunakan untuk tujuan yang dikenakan pajak penghasilan,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2).

Pembayaran untuk jasa/layanan manajerial, konsultasi, dan teknis

yang dilakukan

e Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
141/PMK.03/2015, terdapat penghasilan dari jasa lain dikenakan Pajak
Pengahasilan (PPh) Pasal 23.

l.
2.

(98]

e A

10.

11.
12.
13.

Layanan untuk penilaian

Layanan yang disediakan oleh aktuaris

Layanan untuk pembukuan, akuntansi, dan pengesahan laporan
keuangan

Bantuan hukum

Arsitek

Lansekap dan perencanaan kota

Desain

Pengeboran pertambangan minyak dan gas, kecuali yang dilakukan
oleh Badan Usaha Tetap (BUT)

Pendukung untuk pertambangan minyak dan gas serta geotermal
Pertambangan, termasuk layanan tambahan, kecuali pertambangan
geotermal dan minyak dan gas (migas)

Layanan pendukung untuk bandara dan penerbangan

Penebangan untuk hutan

Pengelolaan limbah
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

Penyedia tenaga kerja dan/atau layanan profesional (layanan
outsourcing)

Agen dan/atau perantara

Perdagangan sekuritas, kecuali yang disediakan oleh Bursa Efek,
Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), dan
Indonesia Central Securities Depository (KSEI).

Kecuali untuk layanan yang disediakan oleh Indonesia Central
Securities Depository (KSEI), layanan kustodian/penyimpanan
Dubbing dan/atau subtitling untuk voice-over

Pencampuran film

Pembuatan spanduk, brosur, papan reklame, folder, slide, negatif,
poster, iklan, dan materi promosi untuk film

Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan untuk sistem komputer,
perangkat lunak, dan perangkat keras

Membuat dan/atau mengelola situs web

Layanan internet dan tautannya

Layanan penyimpanan, pemrosesan, dan/atau penyebaran untuk
data, informasi, dan/atau program

Selain yang dilakukan oleh wajib pajak dengan izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, layanan instalasi untuk
mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, pendingin udara, dan/atau
TV kabel juga termasuk dalam kategori ini.

Selain layanan yang diberikan oleh wajib pajak dengan izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, layanan pemeliharaan dan
perbaikan untuk mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, pendingin
udara, TV kabel, dan/atau struktur juga termasuk.

Peralatan untuk transportasi udara, laut, dan darat dan/atau layanan
perawatan kendaraan

Kontrak manufaktur

Keamanan dan investigasi

Perencana acara
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

Periklanan dan/atau ruang dan waktu untuk media massa, media luar
ruang, atau media lainnya untuk penyebaran informasi

Pembasmian hama

Kebersihan

Penyedotan untuk tangki septik

Perawatan kolam renang

Kuliner atau katering

Pengiriman barang

Layanan terkait logistik

Manajemen dokumen

Pengepakan

Memuat dan membongkar

Laboratorium dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau
sebagai bagian dari penelitian ilmiah

Manajemen parkir

Layanan terkait reklamasi lahan; pengujian, kecuali lembaga
pendidikan

Pengolahan dan/atau persiapan lahan

Pembibitan dan/atau penanaman bibit

Pemeliharaan tanaman

Layanan untuk panen

Pengolahan barang dari pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, dan/atau hutan

Dekorasi

Percetakan dan penerbitan

Layanan terjemahan

Jasa transportasi dan ekskursi, kecuali secara khusus diizinkan oleh
Pasal 15 Undang-Undang PPh

Kegiatan yang terkait dengan layanan pelabuhan

Transportasi melalui pipa

Pengelola dan perawatan anak

Kursus atau pelatihan
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58. Untuk setoran dan penarikan tunai ATM

59. Untuk sertifikasi

60. Untuk survei

61. Pengujian

62. Jasa yang dibayar oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

termasuk Layanan yang tidak secara khusus termasuk di atas

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Telah diatur sesuai PPh Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008,
Tarif Pajak Penghasilan merupakan tariff yang diberikan sesuai dengan nominal
atau nili Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan bruto. Jenis penghasilan
yang diterima menentukan tarif . (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan, 2008)
o Tarif 15%
a) Dividen, Bunga, Royalti
b) Hadiah, Penghargaan, dan bonus selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif 2%

1. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) yakni Pajak Penghasilan yang
berasal dari pendapatan atas sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali dengan
penggunaan harta yang telah dikenai pajak.

2. Pemberian imbalan terhadap Jasa - jasa atas teknik, manajemen,
konsultan dan;

3. Jasa lainnya yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 141/PMK.03/2015.

Pemberian tarif sebesar 100% berdasarkan tarif normal Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23, Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak mempunyai Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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2.3.5 Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pasal 23 PPh tidak berlaku untuk semua penghasilan, berikut adalah

pengecualiannya:

1. Penghasilan yang diberikan dan terutang kepada bank

2. Sewa yang diperuntukan untuk usaha dengan hak opsi yang
dibayarkan dan bersifat terutang.

3. Dividen, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf f UU No. 36
Tahun 2008 dan dividen yang didapat oleh individu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2¢) UU No. 36 Tahun 2008

4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i
UU No. 36 Tahun 2008

5. Segala bentuk pembayaran koperasi yang berasal dari sisa usaha dan
diberikan kepada anggotanya, dan

6. Suatu bentuk penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang
didapatkan dari Penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha
atas jasa keuangan yang bersifat terutang dan segalanya diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2.4 Mekanisme Pemotongan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak disebut juga withholding tax merupakan Persentase dari
pendapatan yang dibayarkan kepada penerima pendapatan harus dipotong oleh
penyedia pendapatan, yang kemudian harus menyetorkan uang tersebut ke kas
negara sebagai pembayaran pajak. Sebelum penerima pendapatan menerima uang

tersebut, pemotongan pajak sudah dilakukan.
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2.4.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses pemotongan pajak:

1. Menentukan pemotong dan subjek pajak untuk mengetahui siapa
pemotong pajak dan siapa yang dipotong.

2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008 pasal 23 Ayat (1), dan jenis jasa lainnya sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015, maka
selanjutnya dilakukan identifikasi Objek Pajak Penghasilan.

3. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Tarif yang berlaku
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan teknis
pemotongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
141/PMK.03/2015.

4. Memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan yang telah dikenakan
kemudian dibayarkan kepada pihak yang mempunyai penghasilan,
pemotongan dilakukan sebelum dilakukan pembayaran.

5. Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan
melalui E-Bupot pada situs DJP Online sebagai bukti bahwa pajak
telah dipotong.

6. Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 kepada kas negara
dan memperhatikan batas waktu, dengan batas maskimal pada
tanggal 10 di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

7. Melaporkan PPh Pasal 23 ke laman Direktoral Jenderal Pajak (DJP)
dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Unifikasi,

minimal sampai di tanggal 20 bulan berikutnya.
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2.5 RSPTN, IRC, dan WWTP

2.5.1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) UNILA

Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung
dibangun atas dasar memprakarsai pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Riset
(RSPR) menjadi pertama di Pulau Sumatra. Sumber dana pembangunan proyek ini
berasal dari Asian Development Bank (ADB) melalui Higher Education For
Technology and Innovation (HETI). Mempunyai kapasitas 100 tempat tidur Rumah
Sakit Perguruan tinggi Negeri (RSPTN) ini dapat diproyeksikan sebagai rumah
sakit tipe C. (Unila, 2024)

2.5.2 Integrated Research Center (IRC)

Integrated Research Center atau IRC adalah Badan Pusat penelitian terpadu
yang dibangun sebagai bagian dari proyek Higher Education For Technology and
Innovation (HETI) di Universitas Lampung. Integrated Research Center ini
berfungsi untuk mendukung pengembangan akademik, termasuk pengadaan alat
dan pelatihan terhadap staf yang terlibat dalam penelitian. Proyek ini dirancang

untuk ke efektifitasan penelitian di Universitas Lampung.
2.5.3 Wastewater Treatment Plant (WWTP)

Wastewater Treatment Plant (WWTP) merupakan Instalansi Pengelolaan
Air Limbah (IPAL) atau sistem yang dirancang untuk mengelola limbah cair
sebelum dibuang ke Lingkungan. Dalam mendukung pengelolaan limbah di
kawasan kampus dan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas
Lampung, maka menjadi tujuan Fasilitas ini dibangun, yakni guna untuk
meminimalkan dampak pencemaran air dengan menghilangkan kontaminan dan
memastikan bahwa pencemaran air dengan menghilangkan kontaminan dan

memastikan air yang dibuang telah memenuhi standar lingkungan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

PT Nindya Karya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah
Danareksa Holding, yang bergerak di sektor kontraktor umum, rekayasa,
pengadaan, konstruksi, dan investasi. Secara khusus, proyek unit kerja kontrak
untuk pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Pusat
Penelitian Terpadu, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Universitas
Lampung adalah area di mana perusahaan ini secara strategis berkontribusi pada
pengembangan infrastruktur Indonesia. Konstruksi, Energi, Manufaktur, Properti,
dan Badan Usaha Jalan Tol adalah lima pilar bisnis utama PT Nindya
Karya.(Nindya Karya, 2023)

3.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

Belanda mendirikan N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM)
v/h Fa.H. Boersma pada tahun 1877. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958
menyatakan bahwa semua perusahaan Belanda berada di bawah yurisdiksi
pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1960, yang
kemudian berganti nama menjadi Nindya Karya, menetapkan nasionalisasi
perusahaan kontraktor Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia.
Perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Perusahaan Negara Nindya Karya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961. Setelah diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, perusahaan milik negara tersebut
diubah menjadi perseroan dan Anggaran dasar pertama dimuat dalam akta notaris
Kartini Moeljadi S.H. No.76 tanggal 15 maret 1973 Persero Nindya Karya beralih
status menjadi Perseroan Terbatas (PT). (Nindya Karya, 2023)



Konstruksi, Energi, Manufaktur, Properti, dan Usaha Jalan Tol adalah lima
pilar bisnis utama dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, yang terlibat dalam

sektor kontraktor umum, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan investasi.

Saat ini, PT Nindya Karya adalah Perusahaan konstruksi teratas yang
menawarkan layanan untuk proyek infrastruktur di berbagai industri, mulai dari

desain dan implementasi hingga pemeliharaan.

3.1.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Pemilihan PT Nindya Karya sebagai lokasi penulisan didasarkan pada

beberapa alasan:

1. Keterkaitan dengan penulisan
e Sebagai perusahaan konstruksi yang sedang mengerjakan proyek
CWU Pembangungan RSPTN, /RC, dan WWTP Universitas
Lampung, PT Nindya Karya sering berurusan dengan berbagai
pihak yang bertanggung jawab atas PPh Pasal 23, seperti pihak
pemberi sewa, karena PT Nindya Karya melakukan penyewaan atas
alat berat dan sewa lainnya untuk pendukung keberlangsungan
proyek.
2. Ketersediaan Data
e Penulisan ini di dukung oleh dokumen catatan pajak atas Transaksi
kas yang ada pada proyek yang dilakukan oleh PT Nindya Karya,

antara lain Transaksi Kas.
3.2 Jenis Data

Data yang digunakan ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data

sekunder untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan hasil penulisan.
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3.2.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber
asli menggunakan teknik wawancara, (Sugiyono, 2021). Data primer yang

digunakan dalam penulisan ini berasal dari:

1. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang atas pengelolaan
data administrasi, agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang proses
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

2. Dokumentasi transaksi keuangan yang menunjukkan pengurangan pajak

sesuai dengan peraturan terkait.
3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang
sebelumnya dapat diakses, seperti data perusahaan, jurnal ilmiah, atau undang-
undang pemerintah, (Sugiyono, 2021). Data sekunder dalam penulisan ini berasal

dari:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan terakhir dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

2. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015

4. Transaksi Kas atas Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
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3.3 Pengumpulan Data

Berbagai pendekatan digunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh.

3.3.1 Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki wewenang untuk
mengawasi keuangan PT Nindya Karya yaitu Site Administrator Manager (SAM).

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh
PT Nindya Karya ?
2. Apakah PT Nindya Karya telah Memotong PPh Pasal 23 telah sesuai

dengan peraturan terrkait.

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melihat
melalui dokumen yang terkait dengan penulisan ini. Di antara informasi yang

dikumpulkan untuk dokumentasi adalah:

1. Bukti pemotongan pajak melalui E-Bupot yang dilakukan PT Nindya
Karya.

2. Transaksi kas yang terdapat pemotongan PPh 23 pada bukti Pengeluaran
kas.

3. Dokumen pendukung lainnya.
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3.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP UNILA

Project
Manager (PM)
|
| 1 1 | 1
. . . . . Site Office
. Site Engineering| |Site Operational - ) : .
HSE Office Manager (SEM)| Manager (SOM) Aﬁcizmagelitgg;t’/[) Eng;geEe)rmg
I— HSE Inspector || Quality Control||{ Pelaksana — Kasir H  Ms.Project
— A}?’ mzinistrqtor —  Surveyor — Gudang I Procurement
ngineering
— Drafter — Mekanik — Driver — Prgf;;rg;)st
S?Contrac
e Adm. — Office Boy | ERP Proyek
— Security — Bim

Gambar 3 1 Struktur Organisasi PT Nindya Karya Pada Proyek
Pembangunan RSPTN./RC, dan WWTP Universitas Lampung.

e Project Manager (PM)

cwu

Project Manager adalah pimpinan tertinggi dalam proyek yang bertanggung

jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

penyelesaian proyek sesuai dengan target biaya, waktu, dan mutu yang telah

ditentukan.  Tugas  Project Manager yaitu mengawasi

dan

mengkoordinasikan seluruh aspek di proyek, menjaga agar proyek berjalan

sesuai jadwal, berkomunikasi dengan klien, subkontraktor dan stakeholder

lainnya, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proyek.
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HSE Office

Health, Safety, and Environment (HSE) adalah divisi yang bertanggung
jawab atas kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dalam proyek.
Bertugas untuk menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan k3
(keselamtan dan kesehatan kerja), memastikan bahwa seluruh pekerja
mengikuti prosedur keselamatan, melakukan inspeksi rutin terhadap area
kerja dan peralatan, dan menginvestigasi kecelakaaan kerja dan membuat

laporan.

1. HSE Inspektor
Mengawasi implementasi keselamatan kerja di lapangan,
memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja, dan
mengidentifikasi potensi bahaya dan memberikan rekomendasi
perbaikan.
Site Engineering Manager (SEM)
Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan pada aspek teknis
proyek, termasuk rekayasa dan pengendalian mutu. Bertugas untuk
menyusun perencanaan teknis proyek, mengawasi tim dan memastikan
desain sesuai spesifikasi, berkoordinasi dengan tim pelaksana dan
memastikan pekerjaan sesuai rencana, dan memeriksa kualitas hasil
pekerjaan.
1. Quality Control
Memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang
ditetapkan dan melakukan inspeksi dan uji kelayakan terhadap
material dan hasil pekerjaan
2. Administrator Engineering
Mengelola dokumen proyek, membantu dalam penyusunan laporan
teknis, dan berkoordinasi dengan tim engineering dalam
pengarsipan dokumen
3. Drafter
Membuat gambar teknik dan desain berdasarkan spesifikasi proyek

dan mengupdate gambar kerja sesuai dengan perubahan desain.
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4. QS/Contract Admin

Menyusun perhitungan kuantitas pekerjaan (Quantity Surveyor),
menyiapkan dan mengelola dokumen kontrak proyek, dan

menghitung biaya proyek dan membuat laporan estimasi anggaran.

Site Operational Manager (SOM)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dilapangan, termasuk

pengawasan tenaga kerja dan penggunaan material. Bertugas mengawasi

jalannya proyek di lapangan agar sesuai jawal dan spesifikasi, berkoordinasi

dengan tim engineering dan administrasi, dan mengatasi kendala teknis

dalam pelaksanaan proyek

1.

Pelaksana

Memimpin tenaga kerja dan memastikan pekerjaan dilakukan
sesuai rencana dan mengawasi penggunaan material serta alat berat
dilapangan.

Surveyor

Melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi proyek dan
menyediakan data teknis untuk perencanaan atau pelaksanaan
proyek.

Mekanik

Melakukan perawatan dan perbaikan alat berat serta peralatan
mekanik di proyek dan memastikan semua mesin serta alat dalam

kondisi normal.

Site Administrator Manager (SAM)

Divisi ini bertanggung jawab atas administrasi proyek, termasuk keuangan,

logistik, dan sumber daya manusia. Bertugas untuk mengelola administrasi

keuangan proyek, mengawasi pengelolaan gudang dan logistik, dan

mengkoordinasikan kebutuhan operasional proyek.

1.

Kasir

Mengelola keuangan proyek, termasuk pembayaran dan pencatatan
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Gudang

Mengelola penyimpanan dan distribusi material proyek dan
memonitor stok barang dan membuat laporan persediaan.

Driver

Mengoperasikan kendaraan untuk keperluan operasional proyek dan
mengangkut material serta peralatan sesuai kebutuhan.

Office Boy

Membantu tugas operasional kantor proyek, seperti kebersihan dan
penyediaan kebutuhan kantor.

Security

Menjaga keamanan proyek dan aset perusahaan serta mengawasi

akses keluar masuk area proyek.

Office Engineering (OE)

Divisi ini menangani aspek teknis dan administrasi dalam perencanaan

proyek. Bertugas dalam menyusun jadwal proyek serta memastikan

ketercapaian target dan mengelola sistem informasi proyek dan koordinasi

antar tim

1.

2.

3.

Ms Project

Menggunakan software Microsoft Project untuk menyusun jadwal
dan pelacakan proyek serta mengupdate timeline proyek dan
melakukan evaluasi keterlambatan.

Procurement

Bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan
proyek serta bernegosiasi dengan vendor dan pemasok untuk
mendapatkan harga terbaik

Project Cost Control

Mengontrol biaya proyek agar tidak melebihi anggaran yang
ditetapkan serta menganalisis dan membuat laporan keuangan

proyek.
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4. ERP Proyek
Mengelola sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk
mendukung pengelolaan proyek serta memastikan data proyek
terdokumentasi secara sistematis.

5. BIM
Menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM)
untuk perencanaan proyek serta mengembangkann model digital

proyek guna meningkatkan efisiensi desain dan pelaksanaan.

3.5 Visi dan Misi

3.5.1 Visi PT Nindya Karya

“Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis
Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan”. Semua pemangku
kepentingan dan tim perumusan dari Tim Manajemen Keberlanjutan Bisnis (BCM)
PT Nindya Karya berkolaborasi untuk mengembangkan visi perusahaan, yang

didasarkan pada investigasi internal.

3.5.2 Misi PT Nindya Karya

Meningkatkan Nilai tambah Bagi Stakeholders secara berkelanjutan
berbasis Excellence Engineering dengan inovasi serta Human Capital yang unggul
dan berakhlak.

Mengembangkan industri kontruksi dan investasi yang berstandar global
dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Serta

kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Semua pemangku kepentingan dan tim perumus dari Tim Manajemen
Keberlanjutan Bisnis (BCM) PT Nindya Karya berpartisipasi dalam penelitian

internal yang membentuk dasar misi perusahaan.
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3.6 Logo PT Nindya Karya

Berikut merupakan logo PT Nindya Karya yang dapat dilihat pada Gambar
32

NINDYA

Member of Danareksa

Gambar 3.2 Logo PT Nindya Karya Member Of Danareksa

NINDYA

N / NINDYA

Bentuk Huruf N Bentuk Lingkaran Kata NINDYA

Gambar 3.3 Makna Logo PT Nindya Karya

Pertama, mari kita lihat bentuk huruf N. Ini adalah akronim untuk
NINDYA, julukan publik untuk PT Nindya Karya (Persero). Huruf N, yang
mewakili pertumbuhan kinerja dinamis yang secara konsisten naik ke ketinggian

yang lebih tinggi, ditunjukkan dalam bentuk miring ke atas dan tidak terputus.

Dengan mengikuti prosedur, mematuhi hukum dan peraturan yang relevan,

serta menerapkan prinsip-prinsip GCG, NINDY A menjalankan bisnis secara etis,
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yang dilambangkan oleh dua lingkaran tersebut. Lingkaran juga dapat mewakili
kerja sama tim yang kuat dengan tujuan dan visi yang sama. Kemiringan lingkaran
ke atas melambangkan NINDY A yang beroperasi di dunia yang dinamis dan selalu

berkembang.

Yang ketiga adalah istilah NINDYA di sudut bawah; di kalangan
masyarakat Indonesia pada umumnya, PT Nindya Karya (Persero) dikenal dengan
julukan atau nama panggilan ini. Kata NINDYA diambil dari bahasa sansekerta

yang memiliki makna “Sempurna”

Dan yang terakhir yaitu danareksa karena PT Nindya Karya merupakan
Member/Holding dari Danareksa.(Karya, 2019)
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BAB YV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada proyek Contract Work Unit (CWU) pembangunan
Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Integrated Research Center
(IRC), dan Watewater Treatment Plant (WWTP) Universitas Lampung sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) tentang objek
PPh Pasal 23.

Pemotongan dilakukan saat sebelum dibayarkan kepada pihak penerima
penghasilan dengan memotong harga sewa dengan PPh Pasal 23 yang telah dihitung
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perhitungan pajak telah dilakukan oleh PT
Nindya Karya sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tentang contoh
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan dengan tarif yang sesuai dengan
perhitungan PPh Pasal 23, yaitu dikenakan tarif 2% untuk jasa dan sewa yang
tersedia pada proyek. Menerbitkan Bukti Potong melalui E-Bupot Unifikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh penulis, PT Nindya Karya sudah
melakukan pemotongan sesuai dan dapat mempertahankan kepatuhan dalam
memotong Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya pada PPh Pasal 23, tetapi pada
Pajak lainnya. Dengan menjaga kepatuhan terhadap pemotongan pajak, PT Nindya
Karya perlu mengikuti perubahan peraturan-peraturan perpajakan secara berkala,
dengan demikian risiko kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak dapat

diminimalkan.
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